




PERAN  BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DESA 







Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat penting karena 
merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa 
keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan 
fungsinya. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2010), penelitian ini mengkaji 
peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Tolomato Kecamatan Suwawa 
Tengah Kabupaten Bone Bolango. Peran BPD akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang 
dikemukakan oleh Hanif Nurcholis (2005), yang mengatakan tetang peran BPD yaitu: 
Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk 
menjadi suatu program demi kemajuan Desa dalam kerjasama pembuatan Peraturan Desa; 
Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa; 
Pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap 
jalannya program kerja dan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat; dan mengadakan evaluasi 
terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara 
langsungdalam hal menyelenggarakan musyawarah desa. Temuan penelitian menggambarkan 
bahwa dalam membuat Peraturan Desa, BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa belum 
sepenuhnya melaksanakan perannya dengan baik. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab 
belum efektifnya BPD dalam menjalankan fungsi legislasinya ditingkat desa dalam penyusunan 
Peraturan Desa yaitu:  1. Faktor sumber daya, 2. Faktor inovasi yang meliputi rendahnya 
kreatifitas BPD dalam menggali aspirasi masyarakat, 3. Faktor adaptasi organisasi yang meliputi 
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan Peraturan Desa dan 
BPD belum terlalu dekat dengan masyarakat. Belum optimalnya pengawasan kinerja 
Pemerintah Desa oleh BPD, hal ini terlihat dari Kurangnya intensitas pengawasan secara 
langsung dalam hal ini melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja 
Pemerintahan Desa. BPD tidak mengetahui secara langsung kelemahan dan kekurangan setiap 
program kerja dari Pemerintah Desa, sehingga akan berdampak pada  kesulitan dalam 
mengontrol dan mengevaluasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belum 
optimalnya pengawasan secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa 
dan Perangkat Desa pada saat melaksanakan pekerjaan. 
 




The Village Consultative Body (BPD) has a very important role because it is a forum for 
accommodating and channeling the aspirations of the community. It can be said that the success of 
the village can be seen from how effective the BPD's participation is in carrying out its functions. 
Using qualitative methods (Sugiyono, 2010), this study examines the role of the BPD in the 
implementation of village governance in Tolomato Village, Suwawa Tengah District, Bone Bolango 
Regency. The role of the BPD will be studied using the approach put forward by Hanif Nurcholis 
(2005), who says about the role of the BPD, namely: Providing input to the Village Government 
regarding matters that need to be determined to become a program for the progress of the Village 
in the formulation of Village Regulations; Coordinate with the Village Government in holding 
Village Deliberations; Community development to support the community in providing guidance for 
the running of work programs and in channeling community aspirations; and conduct an 
                                                             





evaluation of the running of the work program by conducting direct supervision and security in 
terms of holding village meetings. The research findings illustrate that in making Village 
Regulations, the BPD as a working partner of the village government has not fully carried out its 
role properly. There are several factors that cause the ineffectiveness of the BPD in carrying out its 
legislative functions at the village level in drafting Village Regulations, namely: 1. Resource factors, 
2. Innovation factors which include low BPD creativity in exploring community aspirations, 3. 
Organizational adaptation factors which include lack of socialization. to the community at every 
stage of the preparation of Village Regulations and the BPD has not been too close to the 
community. Not optimal monitoring of the performance of the Village Government by the BPD, this 
can be seen from the lack of intensity of direct supervision, in this case the inspection and 
observation of all work units of the Village Government. The BPD does not know firsthand the 
weaknesses and shortcomings of each work program of the Village Government, so that it will have 
an impact on difficulties in controlling and evaluating the implementation of Village Government, 
periodic supervision is not optimal, aimed at overseeing the performance of the Village Head and 
Village Officials when carrying out work. 
 





Desa merupakan struktur pemerintahan yang sederhana yang ada di negara kesatuan 
republik Indonesia. Desa memiliki struktur pemerintahan tersendiri yang terdiri dari kepala 
desa dan perangkat desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa memiliki 
mitra yaitu Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang mewakili 
masyarakat desa dan melaksanakan fungsi pemerintahan. 
BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas 
pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan 
menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes). 
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan 
wilayah yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD juga sebagai badan 
permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara 
demokratis. 
Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta 
pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat 
di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD 
merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah setra 
membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Peran BPD sangat di butuhkan dalam 
mengawal dana desa agar dana desa ini dapat dimanfaatkan sejalan untuk pembangunan desa 
dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Dalam Undang – Undang  nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 54, dijelaskan bahwa 
musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk 
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. 
Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan menggerakan masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka 
setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai 
keputusan bersama. 
Pemerintah Desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala 
desa beserta jajaranya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala 





oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja 
kepala desa, serta bersama – sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan 
Peraturan Desa (PerDes). 
Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, 
Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 
Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan BPD memiliki peran yang sangat penting 
karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat 
dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD 
dalam menjalankan fungsinya. Selain itu BPD berfungsi sebagai pengawasan kinerja 
pemerintahan desa, fungsi ini sangat penting guna memastikan program yang telah disepakati 
bersama dapat dijalankan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan, namun 
demikian pelaksanaan pengawasan ini sebaiknya dikembangkan dengan prinsip semangat 
kebersamaan untuk memajukan dan membangun desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing. Pengawasan BPD sangat baik bila dibarengi solusi, Kepala Desa sebagai 
penyelenggara pemerintahan di desa pun harus siap dikritisi sepanjang dalam konteks 
perbaikan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, BPD harus dapat mewujudkan diri 
menjadi mitra dari berbagai kelembagaan yang ada di desa, khususnya kepala desa dalam 
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini dapat berpengaruh pada 
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan berbagai 




A. Konsep Peran 
Peran berarti laku, bertindak, Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah 
perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat 
(E.St. Harahap, dkk, 2007: 854). Yang dimaksud peran dalam penelitian ini yaitu kedudukan 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya serta melakukan upaya untuk memperkuat demokrasi lokal dan partisipasi 
masyarakat. 
Pengertian  peranmenurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek 
dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dankewajibannya sesuai 
dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.Sedangkan status merupakan 
sekumpulan hak dan kewajiban yang dimilikiseseorang apabila seseorang melakukan hak-hak 
dan kewajibankewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya 
peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh 
suatujabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus 
dijalankan atau diperankanpimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai 
peran yang sama.  
Peran juga merupakan sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat 
diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. (Usman, 2004:71) 
Dari beberapa pendapat tentang peran di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah 
suatu perilaku yang terdapat pada seseorang yang memiliki status  dan fungsi sosial serta 
mampu menggunakan hak dan kewajibannya dan diharapkan mampu menyelesaikan 
permasalahan. 
Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan 
(status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 
maka ia menjalankan suatu peranan.  Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan 





kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga 
dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu 
jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus 
dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai 
peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorangyang 
menempati suatu posisi di dalam status sosial. 
Dari pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa peran adalah suatu sikap atau prilaku 
yang dituntut dan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan. 
Peran juga merupakan sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat 
diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. (Usman, 2004:71) Dari beberapa pendapat 
tentang peran di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku yang terdapat pada 
seseorang yang memiliki status dan fungsi sosial serta mampu menggunakan hak dan 
kewajibannya dan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan. 
Pengertian tentang peranan yang dikemukakan oleh Komarudin (1994:76) dapat 
didefenisikan sebagai berikut : 1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang 
dalam manajemen. 2. Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu usaha. 3. Bagian atau 
fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau 
menjadi karakteristik yang ada padanya. 5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat 
Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa maksud dengan peranan adalah suatu bagian dari 
tugas utama yang dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya.  
Ada pun peran Badan Permusyawaratan Desa yang dikemukakan oleh Hanif Nurcholis 
(2005 : 140) yaitu :  
1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan 
untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desadalam kerjasama pembuatan Peraturan 
Desa. 
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desadalam menyelenggarakan Musyawarah Desa 
3. Pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap 
jalannya program kerja dan dalam menyalurkan Aspirasi Masyarakat. 
4. Mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan 
dan pengamanan secara langsungdalam hal menyelenggarakan Musyawarah Desa. 
 
B. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan 
bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang 
merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 
sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hak 
BPD antara lain sebagai berikut: 
a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa 
kepada Pemerintah Desa 
b. Menyatakan pendapatan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan 
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. 
Badan Pemusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang 
dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus 
memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan 
lembaga masyarakat lainnya. 
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa 
yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi factual bahwa budaya politik lokal 
yang berbasis pada filosifi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses 
yang baik, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, 
sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas. 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama 
kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai 





sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi 
lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. 
Sehubungan dengan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama 
dengan kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang datang dari 
masyarakat, namun tidak semua aspirasi dari masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk 
peraturan desa tapi harus melalui berbagai proses sebagai berikut: 
1. Artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD. 
2. Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang 
akan dirumuskan menjadi Peraturan Desa. 
3. Formulasi adalah proses perumusan Rancangan Peraturan Desa yang dilakukan oleh 
BPD dan/atau oleh Pemerintah Desa. 
4. Konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan 
masyarakat. 
Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, 
hal ini dilakukan agar peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan 
umum, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 
Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan 
kaidah-kaidah yang ada seperti: 
1. Landasan hukum materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Desa mempunyai landasan hukum 
2. Landasan filosofis materi yang diatur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut 
ditengah-tengah masyarakat. 
3. Landasan kultural materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh 
pemerintah desa tidak bertentang dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah 
masyarakat; 
4. Landasan politis materi yang diatur, agar Peraturan Desa yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak 
ditengah-tengah masyarakat. 
 
C. Konsep Pemerintah desa 
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, 
mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa 
melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah 
ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. 
Dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk BPD atau sebutan lain yang sesuai 
dengan budaya yang berkembang di desa bersangktuan, yang berfungsi sebagai lembaga 
pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan 
dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala 
Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja 
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. 
Menurut Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 209, urusan Pemerintah yang 
menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut : 
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal – usul desa. 
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan 
pengaturannya kepada desa. 
3. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan atau pemerintah 
Kabupaten/Kota. 
4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang – undangan diserahkan 
kepada desa. 
Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan 
masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan 





menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, 
juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. 
Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.6 Tahun 
2014). Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang 
mengendalikannya yaitu: 
1. Pemerintahan Desa, dan  
2. Badan Permusyawaratan Desa 
Dapat diketahui pula yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan 
nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
desa. Sedangkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan 
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 
Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintahan desa mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau 
dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi : 
1. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa. 
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. 
3. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.  
4. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong – royong masyarakat.  
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.  
6. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lainnya. 
Selanjutnya BPD sebagai mitra pemerintah desa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni menetapkan peraturan desa bersama 
kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Pasal 209). Dengan 
memperhatikan tugas dan fungsi dari masing - masing institusi tersebut, maka hubungan antara 
kepala desa dengan BPD bersifat kemitraan dan didasarkan pada prinsip check balances. 
Karena itu, proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus membuka ruang bagi 
demokrasi substantif, yakni demokrasi substantif yang bekerja pada ranah sosial budaya 
maupun ranah politik dan kelembagaan. Diranah sosial - budaya, demokrasi substantif 
menganjurkan kebersamaan, toleransi, anti kekerasan, pluralisme, tidak inklusivisme, 
kesetaraan gender, dan lain - lain. Dalam ranah politik dan kelembagaan, demokrasi substantif 
yang harus diatur secara eksplisit dalam peraturan adalah akuntabilitas transparansi, 




Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (Sugiyono, 2010), 
yang akan mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. Konsep yang digunakan untuk mengkaji peran BPD, adalah konsep yang 
dikemukakan oleh Hanif Nurcholis (2005), tentang peran BPD. Menurutnya peran BPD adalah :  
1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan 
untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desadalam kerjasama pembuatan 
Peraturan Desa. 
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa 
3. Pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan 
terhadap jalannya program kerja dan dalam menyalurkan Aspirasi Masyarakat. 
4. Mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan 
pengawasan dan pengamanan secara langsungdalam hal menyelenggarakan 
Musyawarah Desa. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara dengan 





dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan 




A. Peran Membuat Peraturan Desa  
Dalam membuat peraturan Desa, BPD memiliki peran dalam hal itu dimana mereka 
merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam tatanan kepemerintahan. BPD di desa tolomato 
dalam membuat peraturan desa tidak terlalu berperan, dalam hal ini dikarenakan BPD pada 
tahun 2019 terdapat banyak kekurangan baik dalam hal segi kerja sama antara sesama BPD dan 
kreatifitas mereka dalam menyusun peraturan peraturan desa tersebut. BPD di desa Tolomato 
ini mereka hanya mengesahkan saja sedangakan dalam hal pembuatan dan perencanaan 
tersebut dilakukan oleh aparat desa, mereka sebagai BPD hanya bisa dikatan sebagai pelengkap 
organisasi di dalam desa sebab mereka tidak megetahui tentang tugas dan tanggung jawab 
mereka seagai BPD yang merupakan kepercayaan dari masyarakat itu sendri. Dengan demikian 
hal ini yang dapat menyebabkan desa tolomato tidak ada perubahan dalam hal tatanan 
pemerintah desa sebab antara BPD dan pemerintah desa bertolak belakang, mereka bekerja 
sesuai tupoksinya masing-masing tanpa mmikiran peran yang mereka emban hal tersebut pula 
yang dapat menjadikan mereka belum optimal dalam hal melaksanakan perannya. Badan 
Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah merupakan lembaga yang ada di 
desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan 
pembangunan desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki 
dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Selain itu juga kehadiran BPD 
khususnya di Desa Tolomato Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango tahun 2019 
dapat dikatakan sebagai formalitas saja, hal tersebut dapat diketahui dari hasil kinerja BPD yang 
tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.  Hal ini akan 
mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi 
kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin akan terjadi perselisihan diantara 
mereka. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun 
perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan tetapi hal tesebut belum optimal 
sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian perencanaan 
pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana yaitu secara 
sadar, teratur, sistematis, dan berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan 
menahan gojolak-gejolak di dalam pelaksanaannya. 
 
B. Berkoordinasi Dengan Pemerintah Desa Dalam Menyelenggarakan Musyawarah Desa  
Terkait hal ini, yang dilakukan oleh BPD terhadap penyelengaraan musyawarah desa 
tidak baik dan dapat dikatakan belum optimal, dimana ketika jika akan berlangsungnya 
musyawarah atau mufakat, dimana pihak pemerintah desa dan BPD selalu bertolak belakang 
dalam hal kurangnya koordinasi antara pemerintah Desa dan BPD. Koordinasi dimaksudkan 
sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi 
dalam hal ini antara pemerintah desa dan BPD sebagai penyelenggara musyawarah dengan 
masyarakat, sehingga mereka bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh 
tugas dan peran untuk mencapai tujuannya. Akan tetapi hal tersebut yang menjadi factor 
sehingga BPD kadang tidak terlalu mengetahui kondisi yang terjadi di dalam pemerinah desa, 
seperti yang kita ketahui bahwa BPD merupakan bagian terpenting dalam hal mengambil 
keputusan untuk menentukan musyawarah desa tetapi peran BPD tidak optimal dalam hal 
tersebut dikarenakan setiap akan melaksanakan musyawarah desa terkadang BPD tidak 
mengetahui sejauh mana permasalahan yang akan dimusyawarakan tersebut mereka akan 
mengetahui tentang hal itu ketika saat rapat pelaksanaan musyawarah telah berjalan, hal ini 
dapat diketahui bahwa peran BPD pada tahun 2019 sangatlah buruk, demikian dalam hal 
inikoordinasi memainkan peranan yang penting dalam merumuskan pembagian tugas, 
wewenang dan tanggung jawab. Penataan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab 
dalam kesatuan pemerintah desa dan BPD sekaligus melahirkan jaringan-jaringan hubungan 





musyawarah dengan masyarakat . Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran 
hubungan kerja/komunikasi yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam 
melaksanakan musyawarah tersebut. Jaringan hubungan kerja/komunikasi ini perlu dipelihara 
dan usahakan supaya terhindar dari berbagai rintangan yang mungkin timbul yang dapat 
merusak keseluruhan proses hubungan kerja/komunikasi dan koordinasi, yang pada akhirnya 
membawa pemerintahan desa tersebut ke dalam suatu situasi yang tak berfungsi (disfuntional). 
Dalam suatu pemerintahan yang tak berfungsi ini, tidak dapat diharapkan adanya tindakan, 
langkah dan sikap yang terpadu serta serasi dari para pejabat pengambil keputusan dan para 
pelaksana, berkotak-kotaknya tugas dan fungsi sebagai akibat tidak jalannya koordinasi, berarti 
pemerintahan tidak akan berjalan secara efektif dan efesien. 
 
C. Pembinaan Masyarakat 
Terkait peran ini BPD bertugas untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan 
terhadap jalannya program kerja dan dalam menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Aspirasi adalah 
suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan 
perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan Peran BPD 
dalam menyalurkan aspirasi masyarakat belum bisa dikatakan maksimal karena BPD tidak 
secara keseluruhan aktif dalam mengikuti rapat, BPD juga tidak mempunyai kemampuan dalam 
menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat segera di 
realisasikan, dalam penyaluran aspirasi masyarakat biasanya langsung kepada Pemerintah Desa 
seperti kepala Dusun dan Kepala Desa langsung. Aspirasi yang disampaikan secara langsung 
oleh BPD kepada pemerintah selalu mengalami kendala dalam hal menyalurkan aspirasi 
tersebut, dengan demikian pemerintah selalu melakukan pembinaan kepada mayarakat di Desa 
melalui musyawarah, sehingga hal tersebut dapat mengatasi kurangnya kepercayaan warga 
masyarakat tentang pentingnya menyalurkan aspirasi alangkah baiknya melalui BPD sebagai 
wakil dari masyarakat itu sendiri, hal demikian terjadi di karenakanbeberapa warga masyarakat 
tidak memprcaya kinerja dari BPD itu sendiri.Dengan demikian dalam pembentukan peraturan 
desa dan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat peran BPD belum optimal dalam menjalankan 
peran tersebut. Pembentukan Peraturan Desa adalah sesuatu yang sangat penting, Karena dari 
perencanaan pembentukan Peraturan Desa inilah arah pembangunan Desa ditentukan. Karena 
itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam 
perencanaan pembentukan Desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara 
melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembentukan peraturan Desa 
tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan meyalurkan aspirasi 
masyarakat yang diwakilinya. 
 
D. Mengadakan Evaluasi Terhadap Jalannya Program Kerja Pemerintah Desa  
Terkait peran ini tugas BPD adalah mengadakan pengawasan dan pengamanan secara 
langsung dalam hal menyelenggarakan Musyawarah Desa, Selain dari pembawa aspirasi 
masyarakat seperti yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui juga bahwa BPD harus aktif dan 
konduktif dalam hal pengawasan akan tetapi pada kenyataannya bahwa pengawasan yang 
dilaksanakan oleh BPD di desa Tolomato pada tahun 2019 belum optimal.  Ditemukan belum 
optimalnya pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal 
ini terlihat dari Kurangnya intensitas pengawasan secara langsung dalam hal ini melakukan 
pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) tidak megetahui secara langsung kelemahan dan kekurangan 
setiap program kerja dari Pemerintah Desa, sehingga akan berdampak pada  kesulitan dalam 
mengontrol dan mengevaluasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belum 
optimalnya pengawasan secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa 
dan Perangkat Desa pada saat melaksanakan pekerjaan. Pada hakikatnya pengawasan BPD 
terhadap pengawasan desa memang belum optimal hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya 
kerja sama antara BPD dan anggota lainnya sehingga hal tersebut berdampak pada kinirja 
pengawasan pemerintah desa, ada beberapa faktor penyebab belum efektifnya pengawasan 
Badan Permusyawaratan Desa dimana BPD itu sendiri acuh akan peran dan tugas yang mereka 





terhadap berjalannya pemerintahan akan tetapi BPD itu sendiri tidak mengetahui apa 
permaslahannya. Dengan demikian fungsi pengawasan kinerja BPD masih belum berjalan 
maksimal, baik itu pengawasan perencanaan kegiatan pemerintah desa, pengawasan 
pelaksanaan kegiatan desa, dan pengawasan keputusan kepala desa. Melakukan pengawasan 
tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan. 
Banyak faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD 
di Desa Tolomato Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango tersebut, sehingga 
masyarakat berpresepsi bahwa dengan memiliki kepala desa saja sebagai perwakilan dari 




 Dalam membuat peraturan Desa dalam hal keungan desa, BPD memiliki peran dalam hal 
itu dimana mereka merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam tatanan kepemerintahan. 
Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah belum sepenuhnya 
melaksanakan perannya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa, walaupun 
mereka ikut menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, peraturan desa yang dibuat itu 
terkait dengan kepentingan, kebutuhan, serta harapan dari seluruh masyarakat desa baik dalam 
perencanaan maupun pelaksanaannya akan tetapi hal demikian tidak seperti yang diinginkan 
oleh masyarakat itu sendiri.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak membangun kerjasama 
yang baik antara sesama anggota BPD dan juga dengan masyarakat. 
 Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya Badan Permusyawaratan 
Desa dalam menjalankan fungsi legislasinya ditingkat desa dalam penyusunan Peraturan Desa 
yaitu:  1. Faktor sumber daya yang meliputi tidak seluruh anggota BPD memiliki kemampuan 
menyusun Peraturan Desa, tidak adanya pelatihan khusus untuk penyusunan Peraturan Desa 
dan tidak ada anggaran atau dana yang dialokasikan untuk penyusunan Peraturan Desa, 2. 
Faktor inovasi yang meliputi rendahnya kreatifitas BPD dalam menggali aspirasi masyarakat 
dalam penyusunan Peraturan Desa, 3. Faktor adaptasi organisasi yang meliputi kurangnya 
sosialisasi kepada masyarakat pada setiap tahap penyusunan Peraturan Desa dan BPD belum 
terlalu dekat dengan masyarakat. 
 Belum optimalnya pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), hal ini terlihat dari Kurangnya intensitas pengawasan secara langsung dalam hal ini 
melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap semua unit kerja Pemerintahan Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) tidak megetahui secara langsung kelemahan dan kekurangan 
setiap program kerja dari Pemerintah Desa, sehingga akan berdampak pada  kesulitan dalam 
mengontrol dan mengevaluasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, belum 
optimalnya pengawasan secara berkala yang ditujukan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa 
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